BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN
PEMBUKAAN MUSRENBANG PENYUSUNAN RKPD DIY 2020
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

Pada hari Kamis tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sembilan
belas bertempat di Ballroom Hotel Eastparc Yogyakarta telah diselenggarakan
Pembukaan Musrenbang RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran [ berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan pada acara pembukaan musrenbang RKPD yang
. disampaikan oleh :
1). Gubernur DIY;
2. Pemaparan materi yang disampaikan oleh:
1). Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri;
2). Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Daerah, Kementerian PPN/ Bappenas
3). Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial RI
4). Ketua Forum CSR DIY
3.Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD
terhadap materi yang dipaparkan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 11 April 2019
Jam : 08.30 s.d selesai
Tempat : Ballroom Hotel Eastparc Yogyakarta

seluruh peserta musrenbang RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta

MENYEPAKATI

KESATU : sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program
dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan
kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II berita acara ini.

KEDUA : paparan, tanggapan dan saran terkait program dan Kkegiatan
Rancangan RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 yang terrangkum dalam notulensi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 untuk

‘



Demikian berita acara
sebagaimana mestinya.

dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

ini dibuat

dan disahkan untuk digunakan

Yogyakarta, 11 April 2019

Kepala Bappeda DIY selaku
pimpinan sidang musrenbang
RKPD Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020

BUDI WIBOWO, S.H.,M.M

NIP. 19610127 198503 1 006

Mewakili peserta musrenbang RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2020

NO Nama Lembaga/instansi Alamat Tanda Tangan
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LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PEMERINTAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

NOMOR
TANGGAL

NOTULENSI MUSRENBANG RKPD DIY 2020

1. Kegiatan : Musrenbang RKPD DIY 2020

Hari dan Tanggal : Kamis, 11 April 2019

Jam : 08.30 s.d selesai

Tempat : Ballroom Hotel Eastparc Yogyakarta
2. Peserta : (terlampir dalam daftar hadir)

3. Ringkasan Paparan Sekretaris Daerah DIY

Progress Penyusunan RKPD DIY 2020

Dimulai pada 4 Desember 2018 dengan pelaksanaan kick off
meeting RKPD DIY 2020. Penyusunan rancangan awal pada minggu
kedua bulan Februari 2019, kemudian penyusunan rancangan
pada minggu pertama Maret 2019 sampai dengan minggu pertama
April 2019. Saat ini adalah pelaksanaan Musrenbang.

Tema RKPD DIY 2020 dan Prioritas Nasional RKP 2020

Tema RKPD 2010 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas. Kata kuncinya
adalah infrastruktur dan SDM.

Permasalahan pokok pembangunan DIY: (1) disparitas indeks
pembangunan manusia; (2) kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan; (3) ketimpangan antar wilayah; dan (4) keterbatasan
kemampuan pembiayaan keuangan.

Dari permasalahan tersebut diusulkan prioritas provinsi yaitu (1)
Pembanguan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan;
(2) Penguatan konektivitas dan pemerataan wilayah; (3) Aktivitas
perekonomian yang berkelanjutan; dan (4) Pendukung prioritas
pembangunan. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 13 strategi.

Sinkronisasi Provinsi & Kabupaten Kota: Arahan Kewilayahan dan
Tematik Pembangunan

Tema RKP 2020: Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas. Dengan prioritas nasional: (1)
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2)
Penguatan Konektivitas dan Pemerataan; (3) Pemantapan
ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup; (4)
Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja; dan (5)
Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Tema RKPD DIY 2020: Percepatan pembangunan infrastruktur dan
peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitasKegiatan Lintas
Sektor dalam RKPD DIY 2020. Dengan prioritas provinsi: (1)
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan



Berkelanjutan; (2) Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah;
(3) Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan; dan (4) Pendukung
Prioritas Pembangunan.

Sasaran dan prioritas pembangunan DIY berfokus pada
pembangunan berkelanjutan serta pembangunan manusia dan
pengentasan kemiskinan.

Arahan Tematik RPJMD DIY : (1) Peningkatan Pendapatan dan
pengurangan kemiskinan; (2) Pengurangan ketimpangan wilayah;
(3) Respon terhadap Pembangunan Yogyakarta International
Airport; dan (4) Pembiayaan Pembangunan.

Proporsi usulan tematik Perangkat Daerah DIY terbesar adalah
pengurangan Ketimpangan Wilayah (50 persen) dan terrendah
adalah Pembiayaan Pembangunan (dibawah 1 persen).

Proporsi program/kegiatan Kabupaten/Kota yang mendukung
Program/Kegiatan tematik Pemda DIY terbesar adalah
Pengurangan Ketimpangan Wilayah (56 persen) dan terrendah
Pembiayaan Pembangunan (dibawah lpersen)

4. Ringkasan Sambutan Wakil Gubernur DIY

Sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan masa depan. Hal itu dilakukan melalui urutan pilihan
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan adalah meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dan menumbuhkan kualitas daya saing
daerah; melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Dalam Konteks DIY, permasalahan yang masih menjadi tantangan
bersama diantaranya terkait dengan penuntasan kemiskinan dan
penurunan ketimpangan. Walaupun prosentase kemiskinan sudah
mengalami penurunan dari 12,13% ditahun 2017 menjadi 11,81%
ditahun 2018, tetapi daya ungkit penurunan itu perlu ditingkatkan
melalui dukungan yang terintegrasi.

Terkait ketimpangan, baik dari sisi wilayah maupun aspek
pendapatan masyarakat, yang menunjukkan masih berada pada
parameter cukup timpang, walaupun peningkatan pendapatan di
tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah sudah bergeliat,
namun tingkat pertumbuhannya belum dapat menyamai
pencapaian pada masyakat yang berpendapatan tinggi.

S. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri;

Tema RKPD 2020 DIY sudah selaras dengan tema RKP 2020.
Namun demikian juga harus selaras dengan rencana
pembangunan wilayah Jawa-Bali, RPJMD dan rencana tata ruang.



e Tema Pembangunan Wilayah Jawa-Bali yaitu: Pendorong industri,
pariwisata, perdagangan serta pangan nasional berkelanjutan.

e Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2018 adalah sebesar 6,2 persen,
lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang sebesar 5,17 persen.
Akan tetapi tingkat kemiskinan di DIY masih relatif tinggi yaitu
sebesar 11,81 persen atau di atas rata-rata nasional yang sebesar
9,66 persen. Hal ini perlu dijadikan perhatian dalam RKPD 2020.

e Struktur ekonomi DIY pada tahun 2018, didominasi oleh tiga
lapangan usaha utama, yaitu: Industri Pengolahan (12,99 persen),
Konstruksi (10,28 persen), dan Akomodasi, Makan dan Minum
(10,22 persen).

e Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY tahun 2018 mencapai
(3,35 persen) berada di bawah rata-rata Nasional (5,34 persen).
Berdasarkan trend selama 2014-2018, TPT cenderung mengalami
penurunan dan di bawah rata-rata Nasional. Namun perlu
mendapatkan perhatian lebih lanjut karena TPT lulusan D4/S1
cukup tinggi bila dibandingkan lulusan SMA/SMK/sederajat.

e Selama tahun 2013-2017, DIY memperoleh opini WTP dari BPK.

e Alokasi anggaran fungsi Pendidikan pada APBD DIY Tahun 2019,
mencapai Rp. 1,93 triliun atau 32,63 persen dari total belanja.
Rasio Anggaran tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan ada
di peringkat 19.

e Alokasi anggaran fungsi Kesehatan pada APBD DIY Tahun 2019,
mencapai Rp. 0,35 trilyun atau 15,27 persen dari total belanja.
Meskipun nominal anggarannya berada di peringkat ke 27, namun
rasio terhadap total anggarannya sudah cukup besar dan berada
di peringkat 3, di atas rata-rata Nasional.

e Pada Tahun 2018 kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN-KIS) 3,4 juta
jiwa dari 3,6 juta jumlah penduduk DIY atau 94 persen. Dua
Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta yang menjadi prioritas
dalam penurunan Stunting adalah: Kab. Kulonprogo dan Kab.
Gunungkidul.

¢ Kebijakan bantuan pendanaan kelurahan: dialokasikan untuk
8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. dihitung berdasarkan
3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori
baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

6. Ringkasan Paparan Panel

a. Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Daerah, Bappenas
e« IPM di DIY lebih baik dibandingkan IPM nasional. Namun, laju
pertumbuhan IPM menurun pada tahun 2017 Begitu juga untuk
IPM kabupaten/kota sebagian besar di atas rata-rata nasional,
kecuali Kabupaten Gunung Kidul. Angka IPM tertinggi berada di

Kota Yogyakarta.



Alokasi Dana Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan
hingga lima kali lipat dari tahun 2013 hingga 2019. Diharapkan
penyerapan pada akhir tahun 2019 dapat mendekati 90 persen.

Hasil Rekapitulasi Rakortekrenbang: Usulan yang Diajukan OPD
Provinsi sebanyak 511 usulan, dengan sebanyak 87,7 persen
usulan telah diverifikasi Bappeda provinsi.

Terdapat ruang yang luas bagi DIY bagi pemanfaatan DAK,
terutama berkaitan dengan tema RKPD. Arahan DAK fisik DIY
adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas SDM melalui
dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan; (2) Pengurangan
kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan konektivitas
wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi
Perdesaan; (3) Perbaikan mekanisme dan sistem pendataan
melalui dukungan DAK Sosial; dan (4) Peningkatan Produktivitas
Pertanian melalui dukungan DAK Pertanian.

DIY merupakan salah satu provinsi yang menetapakan rencana
aksi daerah (RAD) melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

b. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial RI

UU No. 11/ 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Upaya yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan
sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,
yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan sosial.

Ditekankan lagi dengan UU No. 13/ 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin: Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan
yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program & kegiatan
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Sasaran strategis untuk meningkatkan taraf kesejahteraan
sosial penduduk miskin dan rentan dengan (1) Berkontribusi
menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan dan (2)
Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin
dan rentan secara mikro adalah dengan menurunkan beban
pengeluaran dan meningkatkan pendapatan (produktif). Selain
itu, secara makro adalah dengan menjaga stabilitas makro
ekonomi, stabilisasi harga,penciptaan lapangan kerja produktif,
menjaga iklim investasi, regukasi perdagangan, meningkatkan
produktivitas sektor pertanian & pengembangan infrastruktur di
wilayah tertinggal.

Kebijakan perlindungan sosial: (1) Satu data program
perlindungan sosial; (2) Integrasi program perlindungan sosial;
(3) Penyaluran bantuan sosial secara non tunai; (4)



Transformasi dari subsidi ke bantuan sosial; dan (5)
Pendampingan sosial.

Program keksejahteraan sosial di DIY: bantuan sosial pangan
317.436 KPM; program keluarha harapan (PKH) 390.514 PKM;
dan system layanan dan rujukan terpadu (SLRT) 3 SLRT.

Terdapat problematika penghitungan tingkat kemiskinan di DIY,
karena penghitungannye menggunakan pendapatan
pengeluaran. Sementara itu, masyarakat DIY cenderung hemat
dalam berbelanja dan mengalokasikan pendapatannya untuk
berinvestasi, misalnya ternak.

Indeks kebahagiaan masyarakat DIY tinggi, yaitu 72,93 dan
rata-rata nasional 70,69.

Rancangan awal kegiatan prioritas tahun 2020 meliputi: (1)
Penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta KPM,; (2) Pelaksanaan
bantuan pangan non tunai bagi 15,6 juta KPM; (3) Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni bagi 20.000 KK; (4) Pengembangan
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di 200 Kabupaten/Kota
& 400 Puskesos di Desa; (5) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
bagi 101.800 KK; (6) Rehabilitasi bagi 25.000 Korban
Penyalahgunaan Napza; (7) Penanganan dan Pemulihan Sosial
bagi 150.000 Jiwa Korban Bencana Alam; (8) Pelayanan
Kebutuhan bagi 120.000 jiwa Korban Bencana Sosial; (9)
Pemberdayaan KAT bagi 2.500 KK; (10) Diklat entry & FDS
bagi 10.600 pendamping PKH; (11) Diklat professional bagi
8.000 konselor Adiksi & PSKS lain; (12) Akreditasi bagi 7.000
Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; dan (13) DAK Fisik
bidang Sosial.

Menurunkan kemiskinan dapat ditempuh dengan: data, sinergi,
fokus pada peningkatan produktivitas masyarakat miskin dan
pendampingan.

. Ketua Forum CSR DIY

Terdapat sebanyak 3821 unit usaha di DIY yang berbadan
hukum, namun sebagian besar merupakan usaha kecil.

Hal-hal yang dikerjakan oleh forum CSR DIY adalah (1)
mengajak Perusahaan untuk melakukan CSR; (2) mendorong
Perusahaan agar mengalokasikan sebagian CSR-nya untuk
membantu upaya penanggulangan kemiskinan; (3) membantu
Perusahaan dalam menentukan calon penerima manfaat CSR;
(4) membantu Perusahaan untuk memastikan bahwa CSR
mereka tepat sasaran dan tepat guna; dan (5) membantu

Perusahaan berkomunikasi dengan birokrasi dalam rangka
pelaksanaan CSR

Forum CSR membantu perusahaan untuk mengalokasikan dana
CSR, yaitu 20 persen dialokasikan untuk kehumusan, 20
charity dan 60 pemberdayaan, dengan sasaran pada 15



kecamatan untuk penanggulangan kemiskinan (mengacu pada

RKPD

7. Tanggapan dan saran pada Pembukaan

a. Pengalokasian CSR selain
memperhatikan RPJMD
sebaiknya memperhatikan
RPJMDes, agar bisa
mewadahi potensi-potensi di
desa.

b. Pembangunan dengan
memperhatikan lingkungan
hidup. Antisipasi kemacetan,
sampah, banjir dan air di
DIY.

No. Pertanyaan / tanggapan Jawaban

|8 a. Masyarakat miskin bukan BAPPENAS
hanya periu dibantu tetapi Kelompok  predator = memang
Juga diberdayakan. mengganggu, menyebabkan gap
Pemberdayaan dalam bentuk harga sangat besar.
usaha, membutuhkan modal,
namun banyak masyarakat Setuju untuk memberikan bantuan
miskin yang belum bankable. akses modal.

b. Perlindungan usaha
masyarakat miskin dari KEMENSOS
o redatort. Selaim itu dengan Kemiskinan adalah permasalahan
memberikan dukungan yang komprehensif. Pendampingan
mudah dilakukan oleh s oo . it

et adalah hal yang sering terlupakan.
masyarakat miskin.

Data Kemensos semuanya berasal
¢. Masyarakat yang masuk BDT e -

mendapatkan semua
bantuan, sementara itu ada Kabupaten/kota yang mengetahui
masyarakat yang secara orang miskin atau tidak, Kemensos
pendapatan tidak jauh hanya memberikan prelist.
berbeda namun tidak masuk | Masyarakat yang termasuk dalam
dalam BDT, tidak data BDT kelompok paling bawah
mendapatkan satu pun dimungkinkan untuk mendapatkan
bantuan. semua bantuan.

d. Untuk mendapatkan angka Terdapat mekanisme (kriteria)
miskin yang menurun, untuk menentukan apakah
penyaluran bantuan masyarakat masuk dalam BDT
dipoolkan pada bulan atau tidak.

Februari. Bukankah
sebenarnya itu menipu diri
sendiri.
2. Titok Haryanto BAPPENAS

Setuju perihal antisipasi masalah
macet dan air, apalagi ada
perubahan fungsi wilayah di DIY.

Rancangan teknokratik RPJMN
2020-2024 secara eksplisit
menyebutkan terkait ketahaan air.

FORUM CSR

Forum CSR juga melakukan
perubahan berkala, karena apabila




No.

Pertanyaan / tanggapan

Jawaban

Banjir yang terjadi di Bantul
sebagai akibat masifnya
alihfungsi lahan di Sleman.
Pembangunan saluran air
dan transportasi public.

salah sasaran maka akan

meningkatkan ketimpangan.

Forum CSR tidak bisa melakukan
asesmen ke bawah, sehingga
dalam perencanaanya mengikuti
perencanaan pemerintah.

Suratno

CSR untuk UKM sebaiknya
melalui kelompok, agar tidak

saling mematikan.

FORUM CSR

Selama ini bantuan memang sudah
melalui kelompok.

Tanggapan/Pertanyaan dari
Slido

a.

Sebenarnya bagaimana
alur mengenai update data
masyarakat miskin. agar
kemudian yg sudah tidak/
memang tidak miskin tidak
termasuk dalam data
tersebut.

Apakah kegiatan- kegiatan
CSR oleh Forum CSR dapat
didapatkan informasinya
mengenai dimana dan oleh
perusahaan apa?

Orang jogja bukan ngirit
saja pak kemensos. juga
memang yang untuk
dibelanjakan minimal.

Srategi jitu untuk
menurunkan angka
kemiskinan yang seperti
apa. mohon untuk langkah
strategis bapak dari
kemensos.

Bagaimana mengakses

data kemensos untuk dasar

intervensi kegiatan dan
sekaligus menurunkan
angka kemiskinan.

Sepakat pak pelaksanaan
CSR tidak berbasis ring 1
tetapi juga menyuluruh di




No.

Pertanyaan / tanggapan

Jawaban

wilayah DIY.

Kalau ingin fokus
penanggulangan
kemiskinan maka alokasi
kemiskinan harus besar.

Bappenas mohon
mempunyai skema
bertingkat baik di Pusat
melaksanakan apa, di
daerah melaksanakan apa
terkait kemiskinan.

Bgmn caranya menyatukan
data2 khususnya untuk
data yg diperlukan dalam
rangka decision making di
DIY, spt angka kemiskinan
yg tdk sama antar
kabupaten dg DIY.

Demikian notulensi ini disusun untuk dimanfaatkan.

Notulis
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: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD DIY
NOMOR
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 11 April 2019

Tempat . Grand Ballroom Hotel Eastparc, Yogyakarta
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